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Conflict between local communities and village government can arise
when governance does not operate transparently, accountably, and
participatively. This study aims to analyze the factors causing conflict
between the community and the village government in Terong Tawah
Village, Labuapi District, West Lombok Regency, the social impacts of
the conflict, and possible conflict resolution strategies. This research
used a qualitative approach with a descriptive research design. Data
were collected through observation, interviews, and documentation. The
research informants included villagers and youth figures who were
familiar with the conflict. Data were analyzed using the Miles,
Huberman, and Saldaria model through data condensation, data display,
and conclusion drawing and verification. The findings show that the
conflict was triggered by low transparency in village fund management,
weak accountability of the village government, limited community
involvement, suboptimal infrastructure development, and waste
management problems. The conflict affected public trust, triggered
community protests, weakened social relations, and disrupted the village
development process. This study concludes that conflict resolution
should be carried out by strengthening public information transparency,
optimizing Village Deliberation forums, establishing a mediation team,
conducting reqular evaluation and audits, and increasing community
participation.  Transparent, accountable, and inclusive village
governance is the key to rebuilding public trust and supporting
sustainable village development.

ABSTRAK

Konflik antara masyarakat dan pemerintah desa dapat muncul ketika
tata kelola pemerintahan tidak berjalan secara transparan, akuntabel,
dan partisipatif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-
faktor penyebab konflik antara masyarakat dan pemerintah desa di Desa
Terong Tawah, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, dampak
sosial yang ditimbulkan, serta strategi penyelesaian konflik yang dapat
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dilakukan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan
jenis penelitian deskriptif. Data dikumpulkan melalui observasi,
wawancara, dan dokumentasi. Informan penelitian meliputi warga desa
dan tokoh pemuda yang mengetahui permasalahan konflik. Analisis
data dilakukan menggunakan model Miles, Huberman, dan Saldaria
melalui tahapan kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan
verifikasi kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik
dipicu oleh rendahnya transparansi pengelolaan dana desa, lemahnya
akuntabilitas pemerintah desa, minimnya pelibatan masyarakat, belum
optimalnya pembangunan infrastruktur, serta persoalan pengelolaan
sampah. Konflik tersebut berdampak pada menurunnya kepercayaan
masyarakat, munculnya aksi protes, melemahnya hubungan sosial, dan
terganggunya proses pembangunan desa. Penelitian ini menyimpulkan
bahwa penyelesaian konflik perlu dilakukan melalui penguatan
keterbukaan informasi publik, optimalisasi Musyawarah Desa,
pembentukan tim mediasi, evaluasi dan audit berkala, serta peningkatan
partisipasi masyarakat. Tata kelola desa yang transparan, akuntabel,
dan inklusif menjadi kunci untuk membangun kembali kepercayaan
masyarakat dan mendukung pembangunan desa yang berkelanjutan.

Pendahuluan

Dana desa merupakan instrumen desentralisasi fiskal yang berperan penting
dalam mempercepat pemerataan pembangunan di tingkat desa. Melalui dana desa,
pemerintah desa memiliki ruang yang lebih besar untuk membiayai pembangunan
infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, pelayanan dasar, dan penguatan
ekonomi lokal. Namun, efektivitas dana desa sangat bergantung pada kualitas tata
kelola yang dijalankan oleh pemerintah desa. Pengelolaan dana desa yang tidak
transparan dapat menimbulkan kecurigaan, melemahkan kepercayaan publik, dan
memicu ketegangan antara pemerintah desa dan masyarakat. Pemerintah desa
memiliki peran strategis dalam mengelola sumber daya desa untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat (Husni et al., 2023). Potensi desa perlu dikelola secara
optimal agar pembangunan berjalan merata, tepat sasaran, dan berkelanjutan
(Iskandar et al., 2021). Dalam konteks tersebut, dana desa tidak hanya menjadi
sumber pembiayaan pembangunan, tetapi juga menjadi ukuran penting bagi
kualitas tata kelola pemerintahan desa. Ketika pengelolaan anggaran dilakukan
secara terbuka, masyarakat dapat mengetahui arah penggunaan dana, menilai
manfaat program, dan ikut mengawasi proses pembangunan.

Transparansi menjadi prinsip utama dalam pengelolaan keuangan desa.
Transparansi anggaran dapat mendorong pemerintahan desa yang bersih, mandiri,
akuntabel, dan terhindar dari praktik penyimpangan (Mais & Palindri, 2020).
Pengelolaan dana desa yang transparan juga dapat memperkuat kesejahteraan
masyarakat dan kemandirian ekonomi desa secara berkelanjutan (Sari &
Trisnawati, 2021). Selain itu, keterbukaan informasi dapat mengurangi prasangka
negatif masyarakat terhadap pemerintah desa, terutama dalam hal perencanaan,
pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban anggaran (Wuriasih, 2021).
Dengan demikian, transparansi tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga
memiliki fungsi sosial dalam menjaga kepercayaan dan stabilitas masyarakat desa.

Sebaliknya, lemahnya transparansi dapat melahirkan konflik. Konflik muncul
ketika dua pihak atau lebih memiliki kepentingan, tujuan, atau persepsi yang tidak
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sejalan. Dalam konteks pemerintahan desa, konflik dapat terjadi karena masyarakat
merasa tidak dilibatkan, tidak memperoleh akses informasi, atau menilai bahwa
penggunaan dana desa tidak sesuai dengan kebutuhan warga. Konflik juga dapat
muncul akibat lemahnya komunikasi, rendahnya akuntabilitas, dan adanya dugaan
penyimpangan dalam pengelolaan anggaran desa (Fahik & Suprojo, 2019).
Todorova et al. (2022) menjelaskan bahwa konflik dalam organisasi atau lembaga
dapat dipicu oleh perbedaan kepentingan, nilai, dan cara pandang. Guo & Jordan,
(2022) juga menegaskan bahwa konflik sosial dapat berdampak pada relasi sosial,
kepercayaan, dan keberlanjutan kehidupan masyarakat.

Fenomena tersebut terlihat dalam kasus Desa Terong Tawah, Kecamatan
Labuapi, Kabupaten Lombok Barat. Konflik antara pemerintah desa dan
masyarakat muncul karena adanya ketidakpuasan warga terhadap pengelolaan
dana desa. Masyarakat menyoroti keterbatasan akses terhadap informasi APBDes,
keterlambatan laporan keuangan, pemanfaatan anggaran yang dinilai belum tepat
sasaran, serta rendahnya partisipasi warga dalam proses pengambilan keputusan.
Kondisi ini memperlihatkan bahwa persoalan dana desa tidak dapat dipandang
hanya sebagai masalah teknis keuangan. Persoalan tersebut juga berkaitan dengan
relasi kekuasaan, kepercayaan publik, partisipasi masyarakat, dan legitimasi
pemerintah desa.

Sejumlah penelitian sebelumnya telah membahas transparansi dan
akuntabilitas dana desa. Achmad & Misnaini (2021) menunjukkan bahwa
pengelolaan dana desa yang terbuka dapat dilakukan melalui pelibatan masyarakat
dalam setiap tahapan, mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban. Arsik
& Lawelai (2020) menemukan bahwa prinsip akuntabilitas, efektivitas, dan
transparansi perlu diterapkan untuk mewujudkan good governance dalam
pemerintahan desa. Ngakil & Kaukab (2020) menjelaskan bahwa transparansi
keuangan desa dapat diperkuat melalui akses informasi, kontrol masyarakat, dan
model publikasi yang mudah dipahami. Ruray & Nur (2021) juga menemukan
bahwa transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa berperan
penting dalam mendukung pemanfaatan anggaran secara merata.

Penelitian lain juga menunjukkan hubungan antara lemahnya tata kelola dan
munculnya konflik. Ciciria et al. (2021) menemukan bahwa konflik antara
pemerintah desa dan masyarakat dipicu oleh kurangnya sosialisasi, lemahnya
komunikasi, dan rendahnya keterbukaan pemerintah desa. Fauzanto (2020)
menegaskan pentingnya pertanggungjawaban keuangan desa sebagai bagian dari
tata kelola pemerintahan yang baik. Sementara itu, Making & Handayani (2021)
menunjukkan bahwa akuntabilitas dan pengawasan berpengaruh terhadap
pengelolaan dana desa, sedangkan transparansi perlu dilihat secara lebih
mendalam karena pelaksanaannya dapat berbeda pada setiap konteks desa.

Berdasarkan kajian tersebut, penelitian tentang dana desa masih banyak
berfokus pada aspek transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan administratif.
Kajian yang secara khusus menghubungkan lemahnya transparansi dana desa
dengan konflik sosial antara pemerintah desa dan masyarakat masih terbatas.
Padahal, ketertutupan informasi anggaran dapat berdampak langsung pada
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menurunnya kepercayaan publik, munculnya aksi protes, dan terganggunya proses
pembangunan desa. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk
menganalisis praktik transparansi dana desa, faktor pemicu konflik, serta strategi
pencegahan konflik berbasis partisipasi masyarakat di Desa Terong Tawah.

Penelitian ini memiliki kontribusi empiris dan praktis. Secara empiris,
penelitian ini memperkaya kajian tentang tata kelola dana desa dengan
menempatkan konflik sosial sebagai dampak dari lemahnya transparansi dan
akuntabilitas. Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi masukan bagi
pemerintah desa dalam membangun sistem informasi anggaran yang terbuka,
memperkuat musyawarah desa, meningkatkan pengawasan masyarakat, dan
mendorong pembangunan desa yang adil, partisipatif, serta berkelanjutan.

Kajian Literatur
Transparansi Dana Desa

Transparansi merupakan prinsip penting dalam tata kelola keuangan publik.
Dalam konteks pemerintahan desa, transparansi berarti keterbukaan pemerintah
desa dalam menyediakan informasi tentang perencanaan, pelaksanaan, pelaporan,
dan pertanggungjawaban penggunaan dana desa kepada masyarakat. Informasi
tersebut harus mudah diakses, mudah dipahami, tepat waktu, dan sesuai dengan
kebutuhan warga. Transparansi tidak hanya berkaitan dengan kewajiban
administratif, tetapi juga menjadi dasar untuk membangun kepercayaan
masyarakat terhadap pemerintah desa. Pengelolaan dana desa yang transparan
dapat memperkuat tata kelola pemerintahan desa karena masyarakat memiliki
ruang untuk mengetahui dan mengawasi penggunaan anggaran. Mais & Palindri
(2020) menjelaskan bahwa transparansi dalam pengelolaan keuangan desa dapat
mendorong pemerintahan desa yang bersih, mandiri, dan terhindar dari praktik
penyimpangan. Wuriasih (2021) juga menegaskan bahwa transparansi finansial
memiliki hubungan erat dengan partisipasi masyarakat dalam mengawasi dana
desa. Artinya, semakin terbuka informasi anggaran, semakin besar peluang
masyarakat untuk terlibat dalam proses pengawasan.

Transparansi dana desa dapat diwujudkan melalui beberapa bentuk, seperti
publikasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), laporan realisasi
anggaran, papan informasi proyek, musyawarah desa, website desa, media sosial
resmi desa, dan forum pertanggungjawaban publik. Ngakil & Kaukab (2020)
menunjukkan bahwa transparansi keuangan desa dapat didukung melalui
kemudahan akses informasi, baik secara langsung maupun digital, serta melalui
model publikasi yang mudah dipahami oleh masyarakat. Dengan demikian,
transparansi tidak cukup hanya dilakukan secara formal, tetapi harus benar-benar
memberi kesempatan kepada masyarakat untuk mengetahui penggunaan dana
desa secara jelas. Dalam praktiknya, lemahnya transparansi dapat memunculkan
kecurigaan dan ketidakpercayaan publik. Ketika masyarakat tidak memperoleh
informasi yang memadai tentang penggunaan dana desa, muncul ruang bagi
spekulasi negatif, tuduhan penyimpangan, dan ketegangan sosial. Oleh karena itu,
transparansi harus dipahami sebagai mekanisme pencegahan konflik. Transparansi
yang baik membantu pemerintah desa menjelaskan kebijakan anggaran, sedangkan
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masyarakat dapat menilai apakah program pembangunan telah sesuai dengan
kebutuhan mereka.

Akuntabilitas dan Tata Kelola Pemerintahan Desa

Akuntabilitas ~ merupakan  kewajiban = pemerintah  desa = untuk
mempertanggungjawabkan setiap keputusan, program, dan penggunaan anggaran
kepada masyarakat serta lembaga yang berwenang. Dalam pengelolaan dana desa,
akuntabilitas tidak hanya berkaitan dengan laporan keuangan, tetapi juga
menyangkut kesesuaian antara perencanaan, pelaksanaan, hasil pembangunan,
dan manfaat yang diterima masyarakat. Pemerintah desa yang akuntabel harus
mampu menjelaskan dasar kebijakan, sumber anggaran, mekanisme penggunaan
dana, serta hasil yang dicapai. Prinsip akuntabilitas berkaitan erat dengan good
governance. Pemerintahan desa yang baik ditandai oleh adanya transparansi,
akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, responsivitas, dan kepatuhan terhadap
aturan. Arsik & Lawelai (2020) menunjukkan bahwa penerapan akuntabilitas,
efektivitas, dan transparansi menjadi bagian penting dalam mewujudkan good
governance pada pemerintahan desa. Junaedi (2023) juga menegaskan bahwa tata
kelola pemerintahan desa berbasis prinsip good governance dapat meningkatkan
kualitas pelayanan publik dan memperkuat kepercayaan masyarakat.

Akuntabilitas pengelolaan dana desa perlu dilaksanakan dalam setiap tahapan,
mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, sampai
pertanggungjawaban. Achmad & Misnaini (2021) menemukan bahwa pengelolaan
dana desa yang akuntabel ditandai dengan keterlibatan pemerintah desa,
perangkat desa, dan masyarakat dalam proses perencanaan serta ketersediaan
laporan pertanggungjawaban yang dapat diakses oleh masyarakat. Hal ini
menunjukkan bahwa akuntabilitas tidak dapat dipisahkan dari keterbukaan
informasi dan pelibatan warga. Namun, akuntabilitas yang hanya bersifat
administratif belum cukup untuk menjamin tata kelola yang baik. Pemerintah desa
tidak cukup hanya membuat laporan, tetapi juga harus memastikan bahwa laporan
tersebut diketahui, dipahami, dan dapat dikritisi oleh masyarakat. Jika laporan
anggaran hanya disusun untuk memenuhi kewajiban formal tanpa komunikasi
publik yang memadai, maka akuntabilitas belum berjalan secara substantif. Dalam
kondisi seperti ini, masyarakat tetap dapat merasa tidak dilibatkan dan tidak
percaya kepada pemerintah desa.

Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Dana Desa

Partisipasi masyarakat merupakan unsur penting dalam pengelolaan dana
desa. Partisipasi memberi kesempatan kepada warga untuk terlibat dalam
perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi pembangunan desa. Dalam
konteks dana desa, partisipasi masyarakat dapat dilakukan melalui musyawarah
desa, forum warga, pengawasan proyek, penyampaian aspirasi, dan evaluasi
terhadap hasil pembangunan. Semakin luas partisipasi masyarakat, semakin besar
peluang pembangunan desa berjalan sesuai kebutuhan warga. Partisipasi
masyarakat tidak boleh hanya bersifat simbolik. Keterlibatan warga harus memberi
pengaruh nyata terhadap keputusan pembangunan. Arnstein (1969) menjelaskan
bahwa partisipasi memiliki tingkatan, mulai dari partisipasi semu hingga
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partisipasi yang memberi kekuasaan kepada masyarakat dalam proses
pengambilan keputusan. Dalam pengelolaan dana desa, partisipasi yang ideal
bukan hanya menghadirkan masyarakat dalam forum musyawarah, tetapi juga
memberi ruang bagi warga untuk menyampaikan kritik, memilih prioritas
program, dan mengawasi pelaksanaan anggaran.

Mustanir et al. (2018) menunjukkan bahwa musyawarah perencanaan
pembangunan desa menjadi ruang penting bagi aparatur pemerintah desa dan
masyarakat untuk menentukan arah pembangunan. Musyawarah desa yang
terbuka dapat memperkuat legitimasi kebijakan, mengurangi prasangka, dan
mencegah munculnya konflik. Sebaliknya, musyawarah yang hanya bersifat
formalitas dapat menimbulkan ketidakpuasan karena masyarakat merasa tidak
benar-benar didengar. Partisipasi masyarakat juga berfungsi sebagai mekanisme
kontrol sosial. Fahik & Suprojo (2019) menjelaskan bahwa keterlibatan masyarakat
dalam pengawasan dana desa penting untuk mencegah penyimpangan dan
memperkuat akuntabilitas pemerintah desa. Jika masyarakat memiliki akses
terhadap informasi dan ruang untuk mengawasi, maka potensi penyalahgunaan
anggaran dapat ditekan. Selain itu, partisipasi dapat memperkuat rasa memiliki
terhadap program pembangunan karena masyarakat merasa menjadi bagian dari
proses pengambilan keputusan.

Konflik Sosial antara Pemerintah Desa dan Masyarakat

Konflik sosial merupakan kondisi ketika terdapat pertentangan kepentingan,
persepsi, nilai, atau tujuan antara dua pihak atau lebih. Dalam pemerintahan desa,
konflik sering muncul akibat ketimpangan informasi, rendahnya komunikasi,
lemahnya partisipasi, dan perbedaan penilaian terhadap kebijakan pembangunan.
Konflik antara pemerintah desa dan masyarakat tidak selalu muncul secara tiba-
tiba. Konflik biasanya berkembang dari ketidakpuasan yang tidak tersalurkan,
kecurigaan terhadap kebijakan, serta rendahnya kepercayaan terhadap aparatur
desa. Todorova et al. (2022) menjelaskan bahwa konflik dalam organisasi atau
lembaga dapat muncul karena perbedaan kepentingan, jenis konflik, dan intensitas
ekspresi konflik. Dalam konteks desa, konflik dapat berbentuk protes, penolakan
kebijakan, demonstrasi, ketegangan antarwarga, hingga tuntutan terhadap kepala
desa. Guo & Jordan (2022) juga menunjukkan bahwa konflik sosial dapat
memengaruhi hubungan sosial, rasa keadilan, dan keberlanjutan kehidupan
masyarakat lokal.

Konflik dalam pengelolaan dana desa sering berkaitan dengan ketidakjelasan
informasi anggaran. Ciciria et al. (2021) menemukan bahwa konflik antara
masyarakat dan pemerintah desa dapat dipicu oleh kurangnya sosialisasi,
lemahnya komunikasi, dan rendahnya keterbukaan pemerintah desa kepada
masyarakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa konflik tidak hanya disebabkan oleh
persoalan keuangan, tetapi juga oleh lemahnya hubungan komunikasi dan
kepercayaan antara pemerintah desa dan warga. Dalam perspektif tata kelola,
konflik dapat dilihat sebagai tanda adanya masalah dalam sistem pemerintahan
desa. Ketika masyarakat tidak memperoleh informasi yang jelas, tidak dilibatkan
dalam pengambilan keputusan, dan tidak melihat hasil pembangunan yang sesuai
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dengan kebutuhan mereka, maka kepercayaan terhadap pemerintah desa akan
menurun. Krisis kepercayaan ini dapat menjadi dasar munculnya tindakan kolektif,
termasuk protes dan demonstrasi. Oleh karena itu, konflik sosial di desa perlu
dianalisis sebagai dampak dari lemahnya transparansi, akuntabilitas, dan
partisipasi masyarakat.

Resolusi Konflik Berbasis Transparansi dan Partisipasi

Resolusi konflik dalam pemerintahan desa perlu dilakukan melalui pendekatan
yang partisipatif, terbuka, dan dialogis. Penyelesaian konflik tidak cukup
dilakukan melalui tindakan administratif atau instruksi dari pemerintah desa.
Konflik yang berakar pada ketidakpercayaan masyarakat perlu diselesaikan
dengan membuka akses informasi, memperkuat komunikasi publik, melibatkan
tokoh masyarakat, dan menyediakan ruang musyawarah yang adil bagi semua
pihak. Transparansi menjadi langkah awal dalam mencegah dan menyelesaikan
konflik. Pemerintah desa perlu menyampaikan informasi tentang APBDes, laporan
realisasi anggaran, program pembangunan, dan hasil evaluasi secara terbuka.
Informasi tersebut harus disampaikan melalui media yang dapat dijangkau
masyarakat, seperti papan informasi desa, forum musyawarah, website desa, media
sosial, atau laporan publik berkala. Keterbukaan informasi dapat membantu
masyarakat memahami kebijakan pemerintah desa dan mengurangi kecurigaan
terhadap penggunaan anggaran.

Selain transparansi, partisipasi masyarakat menjadi kunci penting dalam
resolusi konflik. Fung (2015) menegaskan bahwa partisipasi publik dapat
memperkuat kualitas pengambilan keputusan, terutama ketika warga diberi ruang
untuk berdialog, menyampaikan kepentingan, dan ikut menentukan arah
kebijakan. Dalam konteks desa, partisipasi dapat diperkuat melalui musyawarah
desa yang inklusif, pelibatan tokoh pemuda, tokoh adat, perempuan, BPD, dan
kelompok masyarakat lainnya. Pelibatan berbagai unsur masyarakat dapat
memperluas legitimasi keputusan dan mengurangi potensi penolakan. Resolusi
konflik juga dapat dilakukan melalui pembentukan tim mediasi desa. Tim ini dapat
melibatkan pemerintah desa, BPD, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda,
dan pihak netral yang dipercaya warga. Daeng M. et al. (2023) menunjukkan bahwa
penyelesaian konflik berbasis pendekatan sosiologi hukum memerlukan dialog,
mediasi, dan kesepakatan yang dapat diterima oleh pihak-pihak yang berkonflik.
Dalam konteks desa, mediasi perlu diarahkan untuk memulihkan hubungan sosial,
bukan sekadar menghentikan protes.

Evaluasi dan audit berkala juga penting untuk mencegah konflik berulang.
Audit terhadap penggunaan dana desa dapat memperjelas apakah anggaran
digunakan sesuai aturan dan kebutuhan masyarakat. Hasil audit perlu diumumkan
secara terbuka agar masyarakat memperoleh kepastian informasi. Dengan adanya
evaluasi yang transparan, pemerintah desa dapat memperbaiki kelemahan tata
kelola, sedangkan masyarakat memperoleh ruang untuk mengawasi pembangunan
secara konstruktif. Berdasarkan uraian tersebut, transparansi, akuntabilitas,
partisipasi, dan resolusi konflik memiliki hubungan yang saling berkaitan.
Transparansi menyediakan informasi, akuntabilitas menjamin
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pertanggungjawaban, partisipasi memberi ruang keterlibatan warga, sedangkan
resolusi konflik menjaga stabilitas sosial ketika terjadi ketegangan. Dalam konteks
Desa Terong Tawah, kerangka ini penting untuk memahami bagaimana lemahnya
transparansi dana desa dapat memicu konflik antara pemerintah desa dan
masyarakat, serta bagaimana partisipasi masyarakat dapat menjadi dasar
pencegahan konflik dan perbaikan tata kelola desa.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian
deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk memahami
secara mendalam faktor-faktor penyebab konflik antara masyarakat dan
pemerintah desa, dampak sosial yang ditimbulkan, serta strategi penyelesaian
konflik di Desa Terong Tawah, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat.
Penelitian ini dilaksanakan di Desa Terong Tawah, Kecamatan Labuapi, Kabupaten
Lombok Barat. Lokasi ini dipilih karena terdapat konflik antara masyarakat dan
pemerintah desa yang berkaitan dengan rendahnya transparansi pengelolaan dana
desa, lemahnya akuntabilitas, kurang optimalnya pembangunan infrastruktur,
serta munculnya aksi protes masyarakat.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder.
Data primer diperoleh melalui observasi langsung di lokasi penelitian dan
wawancara dengan informan yang mengetahui permasalahan konflik di Desa
Terong Tawah. Informan dipilih menggunakan teknik purposive sampling, yaitu
pemilihan informan berdasarkan keterlibatan dan pengetahuannya terhadap
konflik yang terjadi. Informan dalam penelitian ini meliputi kalangan Masyarakat
yang berkonflik, Perangkat Desa, Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
dan Tokoh Masyarakat. Data sekunder diperoleh dari dokumentasi lapangan, foto
kegiatan demonstrasi masyarakat, dokumentasi kondisi lingkungan, serta sumber
tertulis yang relevan dengan tata kelola pemerintahan desa, transparansi dana desa,
konflik sosial, dan partisipasi masyarakat.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan
dokumentasi. Analisis data dilakukan menggunakan model Miles et al. (2014) yang
terdiri atas tiga tahapan, yaitu kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan
verifikasi kesimpulan. Keabsahan data dalam penelitian ini dijaga melalui
triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan
membandingkan informasi dari beberapa informan, yaitu warga, tokoh pemuda,
dan masyarakat yang mengetahui konflik desa. Triangulasi teknik dilakukan
dengan membandingkan data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Hasil dan Pembahasan
Faktor-Faktor Terjadinya Konflik di Masyarakat

Berdasarkan hasil observasi di Desa Terong Tawah, Kecamatan Labuapi,
Kabupaten Lombok Barat, konflik antara masyarakat dan pemerintah desa dipicu
oleh rendahnya transparansi dalam pengelolaan dana desa. Masyarakat menilai
bahwa informasi mengenai penggunaan anggaran untuk pembangunan
infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, dan kegiatan sosial belum disampaikan
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secara terbuka. Kondisi tersebut menimbulkan ketidakpercayaan, kekecewaan, dan
aksi protes terhadap pemerintah desa, sebagaimana terlihat dalam aksi demonstrasi
masyarakat pada Gambar 1 dan Gambar 2.

Gambar 1. Akasi Demo Masyarakat
(Sumber dokumentasi peneliti, 2025)

e < o R el ; =

Aksi Demonstrasi MasyarakatTerong Tawah
(Sumber dokumntasi, 2025)

Gambar 2.

Ketidakpuasan masyarakat terutama muncul karena mereka merasa tidak
memperoleh akses informasi yang cukup mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan
laporan penggunaan dana desa. Salah satu warga, RJ, menyampaikan:

“Konflik terjadi karena masyarakat tidak puas. Penyebabnya adalah kurangnya
transparansi dan akuntabilitas, seperti keterlambatan laporan keuangan serta
terbatasnya akses masyarakat terhadap informasi penggunaan dana desa.” (R], warga
Desa Terong Tawah, wawancara, 2025)

Kutipan tersebut menunjukkan bahwa konflik sosial tidak muncul secara tiba-
tiba, tetapi berawal dari akumulasi ketidakpuasan masyarakat terhadap tata kelola
pemerintahan desa. Ketika laporan keuangan tidak disampaikan secara jelas dan
masyarakat tidak dilibatkan dalam pengawasan, muncul dugaan bahwa
pengelolaan dana desa tidak berjalan secara adil dan akuntabel. Temuan ini sejalan
dengan pandangan Hutabarat & Dewi (2022) bahwa keterbukaan informasi publik
menjadi unsur penting dalam mencegah konflik yang bersumber dari
ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Selain persoalan laporan

o
°

o

A g

111

o



PENA BANGSA 2025 ISSN (print): 3109-5550, ISSN (online): 3109-3973

P

*

keuangan, masyarakat juga menyoroti lemahnya komunikasi pemerintah desa
dalam menjelaskan kebijakan pembangunan. Informan TM menyatakan:

“Kepala desa kurang sigap dan kurang transparan dalam pengelolaan dana desa.
Beberapa kebijakan juga dinilai belum memberi manfaat langsung bagi kesejahteraan
masyarakat. Karena itu, tokoh masyarakat melakukan demonstrasi sebagai bentuk
protes terhadap tindakan pemerintah desa.” (TM, warga Desa Terong Tawah,
wawancara, 2025)

Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa konflik tidak hanya berkaitan
dengan penggunaan anggaran, tetapi juga dengan rendahnya partisipasi
masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Ketika kebijakan desa tidak
dikomunikasikan dengan baik, masyarakat dapat menilai bahwa pemerintah desa
tidak memperhatikan kebutuhan warga. Dalam konteks ini, konflik mencerminkan
krisis kepercayaan antara masyarakat dan aparatur desa. Hal lain yang menjadi
sorotan masyarakat adalah penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran atau
SILPA desa. Menurut informan AS selaku tokoh pemuda, dana SILPA yang cukup
besar belum dimanfaatkan secara optimal untuk kebutuhan masyarakat.

“Anggaran SILPA desa mencapai lebih dari 700 juta rupiah, tetapi belum dimanfaatkan
secara maksimal untuk masyarakat, seperti pembangunan jalan, pembenahan fasilitas
desa, pelatihan, dan edukasi masyarakat.” (AS, tokoh pemuda Desa Terong Tawah,
wawancara, 2025)

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat memiliki harapan agar
dana desa digunakan untuk program yang lebih menyentuh kebutuhan dasar
warga. Beberapa fasilitas yang dinilai masih kurang mendapat perhatian antara lain
akses jalan lingkungan, sarana pengangkut sampah, ambulans desa, serta fasilitas
publik lainnya. Masyarakat juga menilai bahwa beberapa program, seperti
pengadaan bibit pohon kelengkeng, belum sepenuhnya menjawab kebutuhan
prioritas desa. Masalah infrastruktur dan lingkungan juga menjadi faktor yang
memperkuat ketidakpuasan masyarakat. Berdasarkan observasi lapangan, masih
ditemukan sampah yang dibuang ke aliran sungai sebagaimana ditunjukkan pada
Gambar 3.

e & e A e & S
Gambar 4. Sampah yang ada di Kali
(Sumber dokumentasi peneliti, 2025)
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Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem pengelolaan sampah di desa belum
berjalan optimal. Ketiadaan tempat pembuangan sampah sementara, kurangnya
sarana pengangkutan sampah, serta minimnya edukasi lingkungan menyebabkan
sebagian masyarakat membuang sampah sembarangan. Persoalan sampah tidak
hanya menunjukkan lemahnya infrastruktur lingkungan, tetapi juga
memperlihatkan belum optimalnya tata kelola pembangunan desa. Sampah yang
menumpuk di sungai dapat mencemari lingkungan, mengganggu ekosistem,
menimbulkan bau, meningkatkan risiko banjir, dan memicu gangguan kesehatan
masyarakat. Dalam konteks ini, konflik masyarakat tidak dapat dipahami hanya
sebagai persoalan politik desa, tetapi juga sebagai respons terhadap persoalan
pelayanan dasar yang belum terpenuhi.

Temuan ini menunjukkan bahwa faktor utama konflik di Desa Terong Tawah
meliputi rendahnya transparansi anggaran, lemahnya akuntabilitas pemerintah
desa, minimnya pelibatan masyarakat, kurang optimalnya pembangunan
infrastruktur, serta belum tertatanya pengelolaan lingkungan. Faktor-faktor
tersebut saling berkaitan dan membentuk ketidakpuasan kolektif masyarakat
terhadap pemerintah desa.

Dampak Sosial Konflik

Konflik yang terjadi di Desa Terong Tawah berdampak pada melemahnya
hubungan sosial antara masyarakat dan pemerintah desa. Ketidakjelasan informasi
anggaran menimbulkan kecurigaan, kecemburuan sosial, dan perpecahan di
kalangan warga. Jika kondisi ini tidak segera ditangani, konflik dapat menghambat
proses pembangunan desa karena hubungan antara pemerintah desa dan
masyarakat tidak lagi berjalan atas dasar kepercayaan. Dampak sosial yang paling
terlihat adalah munculnya krisis kepercayaan masyarakat terhadap aparatur desa.
Masyarakat mulai meragukan komitmen pemerintah desa dalam mengelola
anggaran secara terbuka dan berpihak pada kebutuhan warga. Krisis kepercayaan
ini berbahaya karena dapat melemahkan legitimasi pemerintah desa dalam
menjalankan program pembangunan.

Selain itu, konflik juga dapat mengganggu stabilitas sosial. Demonstrasi
masyarakat menunjukkan bahwa aspirasi warga belum tersalurkan melalui
mekanisme musyawarah yang efektif. Jika ruang dialog tidak berjalan, masyarakat
cenderung memilih aksi protes sebagai cara menyampaikan ketidakpuasan.
Kondisi ini dapat memperlebar jarak antara pemerintah desa dan masyarakat.
Temuan ini sejalan dengan Hlasny (2023) yang menjelaskan bahwa konflik internal
dapat mengubah struktur sosial dan distribusi sumber daya, tetapi sering kali
memperdalam ketimpangan serta merusak integrasi sosial masyarakat. Dalam
konteks Desa Terong Tawah, konflik yang berakar pada ketidaktransparanan
anggaran bukan hanya masalah administratif. Konflik tersebut juga berkaitan
dengan keadilan distribusi sumber daya, partisipasi masyarakat, dan keberlanjutan
pembangunan desa.

Permasalahan ini juga berkaitan dengan agenda Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan atau SDGs, terutama pada aspek pembangunan desa yang inklusif,
adil, dan berkelanjutan. Pengelolaan dana desa yang tidak transparan dapat
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menghambat pencapaian pembangunan yang merata. Karena itu, penyelesaian
konflik perlu diarahkan pada perbaikan tata kelola pemerintahan desa yang
transparan, akuntabel, partisipatif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Hal ini sejalan dengan Daeng M. et al. (2023) yang menekankan pentingnya strategi
penyelesaian konflik berbasis tata kelola desa yang terbuka dan melibatkan
partisipasi aktif masyarakat.

Strategi yang Diupayakan dalam Mengatasi Konflik
Transparansi Informasi Publik

Strategi utama yang perlu diperkuat dalam mengatasi konflik di Desa Terong
Tawah adalah transparansi informasi publik. Pemerintah desa harus menyediakan
informasi  yang jelas mengenai  perencanaan, pelaksanaan, dan
pertanggungjawaban anggaran desa. Informasi tersebut perlu disampaikan melalui
media yang mudah diakses masyarakat, seperti papan informasi desa, forum
warga, website desa, media sosial resmi desa, dan laporan berkala. Transparansi
tidak hanya berkaitan dengan penyampaian angka anggaran, tetapi juga mencakup
penjelasan mengenai dasar pengambilan keputusan, prioritas program,
perkembangan proyek, pengadaan barang dan jasa, serta hasil pembangunan.
Dengan keterbukaan informasi, masyarakat dapat memahami alur penggunaan
dana desa dan ikut mengawasi jalannya pembangunan. Hal ini dapat mengurangi
kecurigaan serta membangun kembali kepercayaan masyarakat kepada
pemerintah desa. Strategi ini sejalan dengan Hutabarat & Dewi (2022) yang
menegaskan bahwa keterbukaan informasi publik merupakan langkah penting
dalam mencegah konflik akibat ketidakpercayaan masyarakat. Dalam konteks Desa
Terong Tawah, transparansi perlu dilakukan secara aktif, bukan hanya ketika
masyarakat melakukan protes.

Optimalisasi Musyawarah Desa yang Inklusif

Musyawarah Desa atau Musdes perlu dioptimalkan sebagai ruang dialog
antara pemerintah desa dan masyarakat. Musdes tidak boleh hanya menjadi
kegiatan formal, tetapi harus menjadi forum yang benar-benar membuka ruang
aspirasi warga. Pemerintah desa perlu melibatkan tokoh masyarakat, pemuda,
perempuan, kelompok miskin, kelompok rentan, dan unsur masyarakat lain agar
keputusan pembangunan lebih representatif. Melalui Musdes yang inklusif,
masyarakat dapat menyampaikan kritik, usulan, dan evaluasi terhadap program
desa. Pemerintah desa juga dapat menjelaskan alasan pemilihan program,
keterbatasan anggaran, serta prioritas pembangunan. Dengan cara ini, keputusan
yang diambil akan memiliki legitimasi yang lebih kuat karena lahir dari proses
musyawarah. Hal ini sesuai dengan Mustanir et al. (2018) yang menjelaskan bahwa
Musdes merupakan wadah demokratis untuk menyerap aspirasi masyarakat.
Dalam konteks konflik Desa Terong Tawah, penguatan Musdes dapat menjadi
sarana untuk mengurangi ketegangan sosial dan mencegah aksi protes yang lebih
besar.

Pembentukan Tim Mediasi atau Penyelesaian Sengketa
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Strategi lain yang dapat dilakukan adalah pembentukan tim mediasi desa. Tim
ini dapat terdiri atas tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, lembaga adat,
Badan Permusyawaratan Desa, serta pihak independen yang dipercaya oleh
masyarakat. Tim mediasi bertugas menjembatani komunikasi antara pemerintah
desa dan warga yang merasa dirugikan. Keberadaan tim mediasi penting karena
konflik desa sering kali membutuhkan pendekatan persuasif dan dialogis.
Penyelesaian konflik tidak cukup dilakukan melalui pendekatan administratif.
Pemerintah desa perlu membangun ruang komunikasi yang lebih terbuka agar
masyarakat merasa didengar dan dihargai. Tim mediasi juga dapat membantu
merumuskan kesepakatan bersama, mengawasi pelaksanaan hasil mediasi, dan
mencegah konflik kembali muncul.

Evaluasi dan Audit Berkala

Evaluasi dan audit berkala perlu dilakukan untuk memastikan pengelolaan
keuangan desa berjalan sesuai aturan. Audit dapat dilakukan oleh lembaga
berwenang, seperti inspektorat daerah atau pihak terkait lainnya. Hasil audit
sebaiknya disampaikan kepada masyarakat secara terbuka agar tidak
menimbulkan spekulasi negatif. Audit berkala memiliki fungsi penting untuk
mendeteksi potensi penyimpangan, memperbaiki tata kelola anggaran, dan
memastikan program pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selain
itu, evaluasi program juga perlu dilakukan untuk menilai apakah kegiatan
pembangunan benar-benar memberi manfaat bagi warga. Strategi ini sejalan
dengan Abdurahman et al. (2018) yang menekankan pentingnya evaluasi dan audit
dalam mencegah penyimpangan serta memperbaiki tata kelola pemerintahan desa.

Penguatan Tata Kelola Desa yang Partisipatif

Secara umum, penyelesaian konflik di Desa Terong Tawah membutuhkan
perbaikan tata kelola pemerintahan desa. Tata kelola yang baik tidak hanya
berkaitan dengan kepatuhan administratif, tetapi juga dengan kemampuan
pemerintah desa membangun kepercayaan, membuka ruang partisipasi, dan
memastikan distribusi manfaat pembangunan secara adil. Junaedi (2023)
menjelaskan bahwa tata kelola pemerintahan desa yang baik, transparan, dan
partisipatif merupakan komponen strategis dalam mencegah konflik sosial. Konflik
sering muncul karena ketidakjelasan informasi, ketidakadilan dalam pengambilan
keputusan, dan rendahnya keterlibatan masyarakat. Karena itu, pemerintah desa
perlu memperkuat prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan
responsivitas dalam setiap tahap pembangunan. Temuan ini juga sejalan dengan
Tama & Wirama (2020) yang menyatakan bahwa tata kelola yang transparan dan
akuntabel dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah
desa, memperkuat solidaritas sosial, serta menciptakan hubungan yang lebih
harmonis antara pemerintah dan warga. Dalam konteks Desa Terong Tawah,
perbaikan tata kelola menjadi langkah mendesak untuk mengatasi
ketidaktransparanan anggaran, memperluas akses informasi publik, dan
meningkatkan partisipasi masyarakat.

Kesimpulan
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Berdasarkan hasil penelitian, konflik antara masyarakat dan pemerintah desa
di Desa Terong Tawah, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, terjadi
karena rendahnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa.
Masyarakat menilai bahwa informasi mengenai perencanaan, penggunaan, dan
laporan anggaran belum disampaikan secara terbuka. Kondisi ini menimbulkan
ketidakpuasan, krisis kepercayaan, dan aksi protes terhadap pemerintah desa.
Faktor utama yang memicu konflik meliputi kurangnya keterbukaan informasi
publik, lemahnya pelibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan, belum
optimalnya pemanfaatan anggaran desa, serta minimnya perhatian terhadap
kebutuhan dasar warga, seperti pembangunan infrastruktur, fasilitas
pengangkutan sampah, ambulans desa, dan pengelolaan lingkungan. Persoalan
sampah yang masih ditemukan di aliran sungai juga menunjukkan bahwa tata
kelola lingkungan desa belum berjalan secara efektif.

Konflik tersebut berdampak pada melemahnya hubungan sosial antara
masyarakat dan pemerintah desa. Ketidakpercayaan masyarakat dapat
menghambat stabilitas sosial, mengurangi partisipasi warga, dan memperlambat
proses pembangunan desa. Oleh karena itu, konflik ini tidak dapat dipahami hanya
sebagai persoalan administratif, tetapi juga sebagai masalah tata kelola
pemerintahan desa yang berkaitan dengan keadilan, partisipasi, dan distribusi
manfaat pembangunan. Upaya penyelesaian konflik perlu diarahkan pada
penguatan tata kelola desa yang transparan, akuntabel, partisipatif, dan inklusif.
Strategi yang dapat dilakukan meliputi keterbukaan informasi publik, optimalisasi
Musyawarah Desa, pembentukan tim mediasi, evaluasi dan audit berkala, serta
peningkatan partisipasi masyarakat dalam setiap tahap pembangunan. Dengan
langkah tersebut, pemerintah desa dapat membangun kembali kepercayaan
masyarakat dan menciptakan pembangunan desa yang lebih adil, merata, dan
berkelanjutan.
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